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Beban perbankan:  Perbanas menyatakan
kebijakan mengumumkan prime lending rate
tak efektif mendorong penurunan suku bunga,
bahkan menambah beban perbankan. (Hal. 4)

Gejala alam: Industri asuransi diimbau untuk
mewaspadai berbagai gejala alam yang dinilai

ekstrem sehingga
berpotensi mema-
cu klaim.  (Hal. 5)

UU BPJS: Dewan
Jaminan Sosial
Nasional (DJSN)
mendesak peme-
rintah dan DPR
kembali duduk ber-
sama untuk mewu-
judkan UU Badan
Penyelenggara Ja-
minan Sosial Na-
sional (BPJS), sete-
lah adanya silang
pendapat antara
keduanya. (Hal. 8)
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EUR 11,990.98

▲ 38.91 (0.33%)
GBP 14,131.09

▲ 71.87 (0.51%)
HKD 1,161.71

▼ 0.24 (0.02%)
JPY (100) 10,768.33

▲ 32.24 (0.30%)

SGD 6,879.41

▲ 15.20 (0.22%)
USD 9,034.00

▼ 2.00 (0.02%)
AUD 8,952.37

▲ 35.17 (0.39%)
THB 299.99

▼ 0.03 (0.01%)

IHSG 3,581.57

▲ 9.83 (0.28%)
BISNIS-27 313.30

▲ 0.71 (0.23%)
Hang Seng  22,714.85

▲ 46.07 (0.20%)
KLSE 1,499.88

▲ 2.36 (0.16%)
Kurs Bea Masuk 13-19 Des 2010, Rp9.015,00/US$
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Nikkei 10,303.83

▼ 7.46 (0.07%)
STI  3,153.01

▲ 5.34 (0.17%)
DJIA 11,491.91

▼ 7.34 (0.06%)
FTSE 5,871.75

▼ 9.37 (0.16%)

Restrukturisasi
utang Garuda In-

donesia diharapkan
membuat maskapai
nasional itu semakin
baik dalam posisi ke-
uangan dan perbaikan
layanan. Dengan begi-
tu, kita dapat semakin
bangga dan tak se-
gan-segan menga-
takan “Ada Garuda di
dadaku.” (Hal. 11)

Tuntaskan akuisisi: Konsorsium TPG Capital
dan GIC menuntaskan akuisisi seluruh kepemi-
likan saham tanpa hak voting di Northstar Tam-
bang Persada Ltd. (Hal. f1)

Gain Maybank: Maybank berpotensi meraih
capital gain 36,25% dari pelepasan sebagian
sahamnya ke publik, guna memenuhi peraturan
penawaran tender. (Hal. f2)

Sanksi maksimal: Bappebti mengancam
mencabut izin usaha penyelenggara perdagang-
an berjangka yang tidak memenuhi kewajiban
transaksi multilateral 5%. (Hal. f8)

Proyek infrastruktur: SMI mengalokasikan
57% modalnya untuk prioritas pengembangan
proyek infrastruktur pembangkit listrik dan pe-
labuhan pada 2011. (Ha. i1) 

Masuk konektivitas: Pengembangan 14 pe-
labuhan akan diprioritaskan untuk mendukung
rencana konektivitas antarnegara Asia Tengga-
ra pada 2015. (Hal. i4)

Kapal seismik: BPPT akan meningkatkan ka-
pasitas kapal seismik 2D Baruna Jaya menjadi
3D menyusul meningkatnya kebutuhan kegiat-
an eksplorasi minyak dan gas di Tanah Air dan
mendukung asas cabotage. (Hal. i5)

Eceran: Rp5.900
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redaksi@bisnis.co.id
iklan@bisnis.co.id
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Perang diskon dimulai
OLEH MARTIN SIHOMBING

Bisnis Indonesia 

JAKARTA: Para raksa-
sa ritel terlibat perang

diskon dalam upaya
mendongkrak omzet

saat menyambut Natal
dan Tahun Baru 2011.

Mereka a.l. Hero, Giant,
Carrefour, Debenhams,

Sogo, dan Seibu.

Gerai  di mal dan pusat perbe-
lanjaan—baik bagian di dalam
maupun luar bangunan—tidak
hanya ditata dengan hiasan ber-
nuansa Natal dan tahun baru se-
perti Pondok Indah Mal, Ganda-
ria City, Senayan City, Plaza Sena-
yan, Plaza FX, Grand Indonesia,
dan Plaza Indonesia. Lebih dari
itu, mereka menawarkan diskon.

Di Ramayana sejak 3 Desember
2010 ada program diskon terbesar
Natal dan tahun baru hingga
50% + 20%, karena menjelang
Natal dan tahun baru banyak
yang berburu barang, terutama
umat Nasrani, sehingga Ramaya-
na mengadakan diskon besar. 

Program diskon di Ramayana,
antara lain Diskon Terbesar Natal
dan Tahun Baru sebesar 50% +
20%  dari 3 Desember 2010, Se-
juta pasang sepatu dari 17 De-
sember 50% + 20%  dari merek-
merek terkenal, 1001 Pakaian
pria terlengkap dan termurah dis-
kon 50%+ 20%  mulai 29 Okto-
ber 2010 dan lain-lain, serta ada-
nya Gebyar Musik pada 19 De-
sember 2010.

"Ya, pengusaha ritel menerap-
kan berbagai strategi guna mena-
rik sebanyak mungkin konsu-
men. Dari mulai hadiah langsung
sampai fasilitas diskon harga,"
ujar  Sekjen Asosiasi Pengusaha
Ritel Indonesia (Aprindo) Rudy
Sumampouw kepada Bisnis di Ja-
karta, kemarin.

Rudy mengatakan Natal dan ta-
hun baru merupakan masa pa-
nen terbesar kedua setelah
Idulfitri. "Ini meningkatkan total
penjualan. Natal dan tahun baru
menjadi event terbesar kedua. Pe-
ningkatan omzet minimal 25%,"
katanya. 

"[Program diskon] Ini akan me-
nutup nilai penjualan yang ren-
dah selama beberapa bulan sebe-
lumnya," ujarnya.

Rudy menjamin kerja keras
para pengusaha ritel dalam usaha
mendongkrak omzet minimal
25% tetap dilakukan dengan cara
yang benar sesuai dengan keten-
tuan hukum.

Ketua Umum Asosiasi Pengusa-
ha Pemasok Pasar Retail Modern
Indonesia (AP3MI) Susanto me-
ngatakan menjelang  Natal dan
tahun baru harga kebutuhan po-
kok pangan dan sandang relatif
stabil. Kalaupun ada yang cende-
rung meningkat, hanya untuk be-
berapa jenis dari produk food and
beverage (F & B).

Bahkan, katanya, beberapa

produk tertentu yang mengalami
kenaikan harga itu pun karena
produksi terganggu cuaca. "Mi-
salnya beras atau bihun naik
10%. Akibatnya, value terlihat
tinggi. Namun, sebenarnya, volu-
me tetap," ujar Susanto.

Peningkatan permintaan ter-
tinggi terjadi pada produk bis-
kuit, permen, dan kue. "Namun,
tidak signifikan. Saya kira itu di-
tunjang oleh belanja untuk ban-
tuan bencana, bukan untuk pera-
yaan. Saat ini, bisnis tidak terlalu
bagus. Namun, karena ada be-
lanja bencana, sehingga terlihat
bagus. Apalagi belanja untuk
bencana bisa mencapai miliar-
an," kata Susanto.

Harga stabil
Sugiyanto Wibawa, Direktur

PT Hero Supermarket Tbk, me-
ngatakan harga cenderung stabil
meskipun ada kenaikan permin-
taan. "Tidak ada kenaikan [har-
ga] dari pihak retailer karena ti-
dak ada kenaikan harga dari pe-
masok." 

Dia juga menjelaskan pening-
katan transaksi mulai tampak se-
jak pekan lalu meski tidak terlalu
signifikan. Peningkatan transaksi
yang signifikan biasanya tampak
pada 23 Desember dan 24
Desember, namun tidak setinggi
peningkatan pada program pen-
jualan menjelang Idulfitri.

Peningkatan permintaan
umumnya berasal dari produk F
& B seperti minuman, buah,
snack, dan biskuit. Permintaan
produk non-F & B yang cende-
rung meningkat adalah pita, de-
korasi Natal, serta pohon Natal.

Satria Hamid Ahmadi, Public
Affairs Senior Manager PT Carre-
four Indonesia, juga mengakui
perkembangan harga masih da-
lam batas wajar. Namun, dia me-
ngatakan, untuk produk fresh
ada kenaikan harga karena per-
soalan cuaca. 

"Retailer maupun pemasok ti-
dak mungkin menaikkan harga
seenaknya. Mereka terikat kon-
trak satu sama lain. Bahkan, un-
tuk cabai, meski terjadi lonjakan
di  pasar tradisional, kami tetap
menjaga harga di level normal,"
tuturnya.

Satria menjelaskan kenaikan
transaksi menjelang Natal dan ta-
hun baru biasanya terjadi pada
saat ini, yaitu 1 pekan menjelang
Natal dengan grocery sebagai pro-
duk paling hard moving.  Selain
itu, tingkat kunjungan bisa naik
hingga 20%.

Sementara itu, di pusat perbe-
lanjaan sandang modern, seperti
department store, harga cende-
rung stabil dengan peningkatan
transaksi penjualan yang cukup
signifikan. "Kami biasanya har-
vest itu pada akhir tahun. Kalau
tempat lain mungkin di Lebaran,
tetapi untuk department store
high end, peningkatan penjualan
yang signifikan justru menjelang
Natal dan tahun baru," tutur
Fetty Kwartati, Corporate Secreta-
ry Mitra Adiperkasa (MAP), per-
usahaan pemilik lisensi beberapa

department store high end seperti
Sogo, Debenhams, dan Seibu.

Menurut dia,  tidak terjadi ke-
naikan di beberapa department
store milik MAP yang masih mem-
berlakukan harga seperti biasa de-
ngan diberi tambahan diskon un-
tuk program promo Natal dan ta-
hun baru. Apabila promo usai,
harga kembali normal.

Faktor cuaca
Sementara itu, Dirjen Perda-

gangan Dalam Negeri Kemente-
rian Perdagangan Subagyo me-
ngatakan beberapa kebutuhan
pokok kini mengalami kenaikan
harga relatif tinggi akibat faktor
cuaca.

Curah hujan yang cukup tinggi
memengaruhi panen beberapa
kebutuhan pokok sehingga me-
nyebabkan suplai bahan pokok
itu kurang. Kekurangan suplai itu
menyebabkan harga terdongkrak
naik. 

Namun, katanya, harga barang
kebutuhan pokok itu mengalami
kenaikan yang bervariasi. Dia
mencontohkan beberapa kebu-
tuhan pokok yang mengalami ke-
naikan di antaranya beras, gula,
dan cabai merah dan cabai keri-
ting naik 30% dibandingkan de-
ngan bulan lalu. Sementara gula

pasir dan beras stabil di
posisi harga yang tinggi sete-
lah mengalami kenaikan per-
lahan dalam beberapa bulan ter-
akhir. 

Sementara itu, harga kebutuh-
an pokok diperkirakan bergerak
naik di atas 15% seiring dengan
kenaikan permintaan terhadap
barang kebutuhan pokok itu
menjelang Natal dan tahun baru. 

Menurut Subagyo, sebagaima-
na tren sebelumnya, permintaan
menjelang Natal dan tahun baru
mengalami kenaikan 15%-20%.
Kenaikan ini tidak sebesar ke-
naikan permintaan menjelang Le-
baran yang mencapai 50%. 

"Dalam kondisi ini, harga ber-
peluang naik ke level yang lebih
tinggi, tetapi tidak besar. Cuma
yang harus diantisipasi adalah
distribusi. Jangan sampai gang-
guan distribusi memicu kenaikan
harga lebih tinggi," ujar Subagyo.

Dia menjelaskan masing-ma-
sing bahan pokok menunjukkan
gejolak kenaikan yang berbeda-
beda. Beras, misalnya, sebelum
Lebaran mulai bergerak naik dan
tidak mengalami penurunan
sampai setelah Lebaran.  

"Ditambah lagi musim tidak
panen, jadi harga beras tetap ber-
tahan stabil tapi di kisaran ting-

gi," ujarnya.
Begitupula dengan gula. Mun-

durnya musim giling memengaru-
hi produksi gula di Tanah Air
yang diprediksi mengalami defisit,
sehingga harga bahan pokok ter-
sebut terus mengalami kenaikan. 

Di sisi lain, menurut Subagyo,
iklim diperkirakan masih belum
pulih hingga Mei tahun depan.
"Di tengah kondisi ini, apalagi
permintaan juga meningkat, ma-
ka yang harus dijaga adalah stok-
nya. Kalau distribusi terganggu,
maka harga berpeluang tidak ter-
kendali," ungkapnya.

Subagyo menegaskan pihaknya
akan berkoordinasi dengan dinas
terkait untuk memastikan jalur
distribusi dari produsen hingga
konsumen akhir tidak terhambat. 

Selain jaminan kepastian stok
dan jalur distribusi, katanya, ber-
bagai langkah pengamanan dari
pemerintah tetap dilakukan se-
perti operasi pasar (OP) beras.

Pelaksanaan OP beras oleh Pe-
rum Bulog mampu menekan har-
ga komoditas itu di pasar dalam
negeri. (MARIA Y. BENYAMIN/

NURUDIN ABDULAH/13) (martin.
sihombing@bisnis.co.id)

Harga cenderung stabil meski permintaan naik

PERPINDAHAN KONSUMEN: Ketua Umum Aso-
siasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Sinduwinata
mendengarkan pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di
Jakarta, belum lama ini. Dia tidak yakin bakal terjadi per-
pindahan konsumen besar besaran dari pengguna mobil ke
sepeda motor akibat larangan pembelian premium.

• ATPM motor hal. 9 
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Dari berbagai lokakarya,
seminar, dan diskusi,
masyarakat mendapat
kesan kuat bahwa pe-

merintah dan DPR sepakat men-
jalankan amanat UU Bank Indo-
nesia untuk segera mendirikan
lembaga pengawas jasa keuang-
an sebelum 31 Desember 2010.

Tak pernah disinggung sebersit
pun adanya kemungkinan meng-
amendemen undang-undang itu.
Bahkan tidak pernah diwacana-
kan ada kemungkinan UU OJK
tidak berhasil disahkan pada
akhir tahun ini.

Kita tentu menghargai kerja
keras tim pemerintah dan Pan-
sus RUU OJK DPR untuk menca-
pai kesepakatan. Namun ketika

masa sidang pembahasan RUU
OJK berakhir tanpa pengesahan,
masyarakat tetap akan memper-
tanyakan.

Meskipun kegagalan ini bisa
ditutupi dengan eufemisme poli-
tik bahwa "perbedaan pendapat
adalah biasa di negara demokra-
si", harus ada pertanggungja-
waban yang jelas kepada rakyat

mengapa RUU OJK gagal di-
sahkan.

Alasan beberapa anggota
Pansus terkesan menyepele-
kan kecerdasan masyarakat.
Mereka dengan enteng me-
ngatakan kalau akhir 2010
OJK tidak terbentuk, tidak ada
pelanggaran konstitusi dan
berarti pengawasan bank tetap

di BI sampai terbentuknya OJK.
Mengapa berbeda dengan per-

nyataan sebelumnya bahwa me-
reka akan mematuhi amanat un-
dang-undang dengan mengesah-
kan RUU OJK sebelum 2010 ber-
akhir?

Logika masyarakat sederhana:
kalau ternyata dalam proses pe-
ngesahan RUU OJK ini  sempat

beredar (lagi) desas desus menge-
nai suap, berarti masih ada yang
tidak amanah di antara kita.

Kita semua memahami latar
belakang timbulnya gagasan pe-
misahan pengawasan bank dari
BI adalah karena ketika terjadi
krisis pada 1997-1998, disimpul-
kan terdapat adanya kelemahan
dalam pengawasan perbankan
oleh BI.

Ini memang bisa diperdebat-
kan. Namun, dengan tetap me-
ngapresiasi semua upaya per-
baikan yang sudah dicapai BI se-
lama ini, secara politis perdebat-
an itu sudah harus dihentikan
sejak lahirnya UU BI No.
23/1999 yang kemudian diamen-
demen menjadi UU BI No.

3/2004.
Bangsa kita telah memutuskan

untuk menyerahkan pengawasan
lembaga jasa keuangan kepada
lembaga independen yang
seharusnya didirikan pada akhir
2002, namun kemudian diundur
paling lambat akhir tahun ini.

Dalam hal ini, kalau BI me-
rasa setelah 2004 ada perkem-
bangan internasional dan atau
perubahan situasi sehingga  per-
lu mengkaji kembali keputusan
nasional untuk memisahkan
pengawasan bank dari BI, seha-
rusnya BI melakukan 'pekerjaan
rumah' dengan menggalang opi-
ni publik.

• Bersambung ke Hal. 5

Soal OJK, dituntut kearifan semua pihak
CATATAN
AWAL PEKAN

OLEH SIGIT PRAMONO
Ketua Umum Perbanas

Program diskon peritel

* Fresh all the way

* Eat drink and be merry

* Pesta Elektronik, cicilan 

bunga rendah tanpa kartu kredit

* Gebrakkk harga selamanya

* Carrefour Brandwars: Brand menang, 
pelanggan senang (8 Des-4 Jan 2011)
* Ulang tahun ceria: Belanja langsung 
menang Setiap hari BBM 
 (benar-benar murah)

I’m Dreaming of... CHRISTMAS
* Christmas Extravaganza
* First 4 days end of season sale
* End of season sale

Sparkling Christmas 
(18 Nov – 25 Des 2010)

SCB Rebate

* SEIBU LOVES  The Magical 

Touch of Christmas 

(18 Nov – 25 Des 2010)

* Discount Get Discount 

(17 Des 2010 – 24 Des 2010)
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Kinerja ekonomi Yunani baik  

WASHINGTON: Dana Moneter Interna-
sional menilai program penyelamatan sektor
keuangan Yunani telah menghasilkan kinerja
ekonomi yang baik sehingga kreditur multi-
lateral itu menyetujui pinjaman tambahan
senilai US$3,3 miliar (2,5 miliar euro). 

Dalam siaran pers International Monetary
Fund (IMF) yang dirilis kemarin disebutkan
Pemerintah Yunani telah berhasil men-
jalankan program pemangkasan anggaran,
kebijakan ekonomi baru, dan reformasi lain. 

“Secara keseluruhan, penyesuaian fiskal
sangat mengesankan. Struktur reformasi
fiskal menunjukkan indikasi konsolidasi akan
terjadi sampai akhir program. Yunani masih
membutuhkan reformasi untuk mendorong
pertumbuhan,” tulis IMF. (BLOOMBERG/ESU)

‘Pertegas peran negara’
JAKARTA: Peran negara dalam memba-

ngun dan memperkokoh perekonomian na-
sional seperti yang diamanatkan UUD 1945,
perlu dipertegas sehingga tujuan ideal pem-
bangunan, yaitu untuk kemakmuran rakyat
bisa terwujud.  

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik
bertajuk Meluruskan Arah Privatisasi BUMN
dalam Rapat Pimpinan Nasional Gerakan
Muda Hati Nurani Rakyat (Gema Hanura)
kemarin. Pertemuan itu dibuka Ketua Umum
Partai Hanura H Wiranto.

Erik Satrya Wardhana, anggota Komisi VI
DPR yang juga Ketua Umum Dewan Pimpin-
an Nasional Gema Hanura, mengatakan kon-
sep tentang pentingnya peran negara secara
maksimal dalam kegiatan perekonomian se-
sungguhnya bukan hal baru, tetapi perlu di-
pertegas. (ANTARA)

Proyek Pintar diminati
JAKARTA: Proyek reformasi birokrasi sis-

tem administrasi perpajakan atau Pintar di-
minati para kontraktor dan pengusaha asing
dan domestik.

Direktur Transformasi Proses Bisnis Direk-
torat Jenderal Pajak Robert Pakpahan me-
ngatakan sebanyak 19 kontraktor pengadaan
barang dan jasa dari dalam luar negeri telah
menyatakan ketertarikannya untuk mengelo-
la proyek itu.  

“Ketika penawaran dibuka November, ada
19 perusahaan tertarik, dari berbagai negara,
seperti Spanyol dan Korea Selatan, yang
punya pengalaman dalam membangun sis-
tem yang sama di India dan Singapura,” ujar
Robert dalam sosialisasi perpajakan, akhir
pekan lalu. (ANTARA)

DINAMIKA

OLEH AGUST SUPRIADI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah
menilai derasnya modal
asing yang masuk ke Ta-
nah Air belum mengkha-
watirkan karena sebagian
besar merupakan investasi
langsung, yakni mencapai
55% dari total aliran modal.  

Agus Suprijanto, Pjs Ke-
pala Badan Kebijakan Fis-
kal, mengungkapkan dari
data neraca pembayaran In-
donesia terkini dapat terli-
hat bahwa modal asing
yang beredar di Tanah Air
lebih banyak dalam bentuk
investasi langsung (foreign
direct investment/FDI). Da-
na yang masuk dalam ben-
tuk investasi portofolio ha-
nya sekitar 45%.

“Sejauh ini masih aman
karena kalau lihat balance
of payment, 55% dari capi-
tal inflow itu berupa FDI,
sedangkan 45% yang beru-
pa portofolio, dan yang ma-
suk ke pasar modal-pun, se-
bagian besar ke instrumen
jangka panjang,” ujarnya
kepada Bisnis kemarin.

Kendati demikian, lanjut
dia, capital inflow yang ter-
amat deras tersebut patut
diwaspadai. Langkah anti-
sipasi untuk menjaga agar
tidak terjadi penarikan mo-
dal, perlu insentif atas in-
vestasi langsung agar terja-
di peralihan modal ke sek-
tor-sektor usaha produktif. 

Data Bank Indonesia
juga menunjukkan per-
tumbuhan ekspor serta
aliran modal masuk, baik
dalam bentuk penanaman
modal asing (PMA) mau-
pun investasi portfolio, ma-
sih cukup kuat sehingga
membawa dampak pada
peningkatan surplus nera-
ca pembayaran Indonesia. 

Dengan perkembangan
tersebut, cadangan devisa
sampai dengan akhir No-

vember 2010 tercatat sebe-
sar US$92,76 miliar atau se-
tara dengan 6,96 bulan im-
por dan pembayaran utang
luar negeri pemerintah.

Beralih ke surat utang
Sementara itu, Agustinus

Prasetyantoko, Ekonom
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
Unika Atmajaya, menutur-
kan dengan diperpanjang-
nya jangka waktu sertifikat
Bank Indonesia, maka de-
rasnya modal asing yang
masuk ke dalam negeri
akan beralih ke Surat utang
negara. 

Kondisi ini, jelasnya, me-
nyebabkan jika tidak diim-
bangi dengan penyerapan
anggaran negara yang
baik, maka capital inflow
tersebut berpotensi menja-
di beban ekonomi pada
masa mendatang.

“Pemerintah hanya akan
menanggung beban bunga.
Tanpa bisa mendorong
pembiayaan tersebut untuk
pertumbuhan ekonomi,”
tambahnya.  

Bank Indonesia men-
catat kepemilikan SBI oleh
asing per November turun
20,41% dibandingkan de-
ngan bulan sebelumnya,
dari Rp72,64 triliun menja-
di Rp57,81 triliun. Penu-
runan itu diperkirakan aki-
bat kebijakan bank sentral
memperpanjang tenor SBI. 

Penurunan kepemilikan
asing di SBI cenderung te-
rus berlanjut. Selama pe-
kan pertama Desember,
modal asing di SBI turun
Rp4,18 triliun, dari 28,8%
menjadi 26%. 

Data Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang Kemen-
keu mencatat kenaikan ke-
pemilikan surat berharga
negara oleh asing naik dari
Rp19,12 triliun pada No-
vember menjadi Rp19,76
triliun per 9 Desember. 

OLEH AGUST SUPRIADI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Hasil pem-
bangunan belum merata,
sehingga pertumbuhan
ekonomi nasional tidak

mampu menjawab masalah
ketimpangan pendapatan

masyarakat, terutama 
di perdesaan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) men-
catat tingkat ketimpangan pendapat-
an masyarakat Indonesia yang di-
ukur menggunakan rasio gini (gini
ratio) pada 2010 masih tinggi, yaitu
pada level 0,331, meskipun telah
membaik jika dibandingkan dengan
pada 2009 di posisi 0,357.

Data BPS menunjukkan perbaikan
pendapatan hanya terjadi di perko-
taan, dari 0,362 pada 2009 menjadi
0,352 pada 2010. Sebaliknya, ketim-
pangan pendapatan masyarakat di
perdesaan justru semakin melebar
dengan rasio gini sebesar 0,297, naik
dari posisi 2009 yang mencapai
0,288. 

Sementara itu, jika dibandingkan
dengan posisi 5 tahun terakhir yang
berada di level 0,343, rasio gini pada
tahun ini relatif tidak menunjukkan
perubahan signifikan.  

Rasio gini adalah ukuran yang
menunjukkan ketimpangan penda-
patan di masyarakat. Nominal rasio
gini membentang dari nol sampai
satu, di mana nol menunjukkan pe-
merataan dan satu melambangkan

ketimpangan. 
Ahmad Erani Yustika, Ekonom In-

stitute for Development of Economic
and Finance (Indef), mengatakan
data rasio gini yang dirilis BPS terse-
but menunjukkan ketimpangan be-
lum membaik. Hal tersebut merupa-
kan dampak dari buruknya kualitas
pertumbuhan ekonomi selama ini.

“Secara kualitas pertumbuhan
ekonomi Indonesia memang ber-
masalah karena sektor non-trade-
able masih menjadi motor pertum-
buhan, Hal itu bisa dilihat dari sek-
tor informal yang makin bengkak
karena tidak tertampung di sektor
formal,” ujarnya kepada Bisnis,
pekan lalu. 

Sementara sektor keuangan, jelas
Erani, juga belum optimal dalam
mendukung sektor riil. Untuk itu,
sektor keuangan harus direformasi
sehingga tidak bermain sendiri tanpa
ada keberpihakan pada sektor riil.

“Penyaluran kredit ke sektor infra-

struktur pertanian dan indus-
tri perlu ditingkatkan. De-
ngan begitu, pertanian dan
industri bisa didorong menja-
di pilar pertumbuhan ekono-
mi berkualitas,” tuturnya. 

Akan tetapi, lanjut Erani,
berbagai perbaikan tersebut
sulit dilakukan dalam 5 tahun
ke depan, kecuali ada kebi-
jakan yang sifatnya radikal.
Karenanya, dia melihat kuali-
tas pertumbuhan ekonomi
pada tahun depan masih akan
sama dengan tahun ini, mes-
kipun secara nominal tembus
6%. 

Secara terpisah, Armida S
Alisjahbana, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bap-
penas, menuturkan tingkat kesen-
jangan di Indonesia masih lebih baik
dibandingkan dengan negara ber-
kembang lain, seperti di kawasan
Amerika Latin. 

“Rasio gini 0,331 dinilainya cukup
baik atau relatif moderat bagi negara
besar seperti Indonesia yang memili-
ki banyak pulau. Kalau dari sisi ke-
senjangan, Indonesia lebih baik di-
bandingkan negara-negara Amerika
Latin. Di sana, rasio gini di atas 0,4,”
tandasnya. 

Armida mengakui bahwa me-
mang sulit untuk menurunkan ang-
ka rasio gini secara signifikan. Akan
tetapi, pemerintah akan tetap beru-
paya untuk mengurangi tingkat ke-
senjangan di masyarakat dengan le-
bih memfokuskan pembangunan di
daerah sesuai dengan potensi ekono-
mi masing-masing. (agust.supriadi
@bisnis.co.id)

OLEH AGUST SUPRIADI 
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah memperke-
tat upaya penarikan piutang negara
dengan menyejajarkan kedudukan-
nya dengan piutang pajak dalam
Rancangan Undang-Undang Piutang
Negara dan Daerah.

Hadiyanto, Direktur Jenderal Ke-
kayaan Negara Kementerian Ke-
uangan, menuturkan selama ini
penyelesaian piutang pajak selalu
mendapatkan prioritas pertama di-
bandingkan dengan piutang negara
lain yang berasal dari penyerahan
piutang perbankan BUMN dan
instansi pemerintah.

Namun, ke depan, kedudukan se-
mua piutang negara akan disetara-
kan karena pada prinsipnya sama-
sama masuk ke kas negara. 

“Kalau ada dua kepentingan piu-
tang negara yang sama menyangkut

satu debitur, keduanya  memiliki
hak mendahului atau siapa yang
melakukan penagihan lebih dahulu.
Toh sama-sama masuk kas negara,”
ujarnya akhir pekan lalu.

Menurutnya, klausul mengenai
kebijakan itu dimasukkan ke dalam
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Piutang Negara dan Daerah yang
tengah diharmonisasi di Kemen-
terian Hukum dan HAM.  

RUU tersebut juga akan mengatur
pemisahan piutang BUMN dengan
piutang negara.  

Dia mengemukakan pada hakikat-
nya piutang negara berbeda dengan
piutang pajak yang dikelola oleh Dit-
jen Pajak. Dari sisi perpajakan, je-
lasnya, utang muncul karena adanya
undang undang.

“Oleh karena itu, ujarnya, ada dua
hal yang tidak bisa dihindarkan oleh
setiap orang, yaitu kematian dan
pajak. Karena nature-nya seperti itu,

ya maka privilege bagi Ditjen pajak
sangat tinggi,” kata Hadiyanto.

Soepomo, Direktur Piutang Nega-
ra Ditjen Kekayaan Negara, menam-
bahkan UU Pajak mengatur kedu-
dukan piutang pajak lebih tinggi
dari piutang negara lain, sehingga
jika ada satu institusi memiliki ke-
dua jenis piutang tersebut, maka
yang pertama diselesaikan adalah
piutang pajak.

“Jadi, misalnya kalau sekarang
PUPN [Panitia Urusan Piutang Ne-
gara] telah melelang  rumah seharga
Rp100 juta karena ada piutang ne-
gara, kemudian datang surat dari
Ditjen Pajak yang menyatakan bah-
wa si debitur juga punya utang pajak
besarnya Rp100 juta juga,” jelasnya.

Uang hasil lelang, ujarnya, dise-
rahkan kepada Ditjen Pajak terlebih
dahulu, jika ada sisa dana diguna-
kan untuk menyelesaikan piutang
negara. 

55% Modal asing
ke investasi 
langsung

Hasil pembangunan
belum merata

Kesenjangan pendapatan masyarakat desa meningkat

Penarikan piutang negara diperketat 

Ratio gini Indonesia periode 1999 s/d 2010

Rasio gini
Tahun Kota Desa Kota+Desa

1999 0,326 0,244 0,311
2002 0,330 0,290 0,329
2005 0,338 0,264 0,343
2006 0,350 0,276 0,357
2007 0,374 0,302 0,376
2008 0,367 0,300 0,368
2009 0,362 0,288 0,357
2010 0,352 0,297 0,331

Sumber: BPS
Keterangan: Skala rasio gini 0-1, di mana semakin
mendekati 0 menunjukkan tingkat ketimpangan
semakin kecil. 
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Mandiri tetap lelang Benua Indah
JAKARTA : PT Bank Mandiri Tbk tetap

melelang aset PT Benua Indah Group (BIG)
melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL).

Direktur Treasury, Financial Institution and
Special Asset Management Bank Mandiri
Thomas Arifin mengatakan hingga saat ini
perseroan belum mendengar putusan penin-
jauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang
membatalkan putusan di tingkat kasasi.

“Kami belum dengar dan belum terima pu-
tusan [PK]. Jadi kita jalan terus,” kata
Thomas akhir pekan lalu.

Pada tingkat kasasi, Bank Mandiri meme-
nangi perkara utang-piutang senilai Rp4.80,7
miliar dengan putusan Nomor 1848
K/Pdt/2009 pada 22 Desember 2009. Na-
mun, BIG melawan dengan mengajukan PK
serta sejumlah gugatan baru ke PN Jakarta
Selatan dan PTUN Pontianak. (BISNIS/20)

Dana kelolaan Prudential naik
JAKARTA: Dana kelolaan PT Prudential

Life Assurance Indonesia pada kuartal III
naik 44% menjadi Rp22 triliun dibandingkan
dengan periode yang sama tahun lalu.

Senior Vice President Director Prudential
Indonesia William Kuan mengungkapkan
pemasukan total pendapatan premi menca-
pai Rp7,2 triliun, naik 36% dibandingkan
dengan periode yang sama tahun lalu. 

"Sektor asuransi Syariah naik 44% di-
bandingkan periode yang sama tahun lalu.
Prudential mempertahankan posisinya seba-
gai pemimpin pasar dengan mencatat total
pendapatan premi syariah sebesar Rp922,6
miliar ," ujarnya kemarin.

Berdasarkan annualized premi equivalent,
Syariah menyumbangkan sekitar 20% dari
seluruh pendapatan bisnis baru Prudential
Indonesia. (BISNIS/MMH)

MEDIASI

OLEH HILMAN HIDAYAT
Bisnis Indonesia

SUKABUMI: PT Bank Pembangunan
Daerah Jabar Banten Tbk (BJB) menyiap-
kan Rp230 miliar untuk mendirikan per-
usahaan daerah bank perkreditan rakyat.

Direktur Utama BJB Agus Ruswendi
mengungkapkan perseroan mengkaji
opsi untuk menggabung seluruh perusa-
haan daerah bank perkreditan rakyat (PD
BPR) yang ada di wilayah tersebut.

"Ada beberapa opsi yang muncul, an-
tara lain menggabung seluruh PD BPR
dengan komposisi pemilikan saham BJB
di entitas tersebut sebesar 51%," katanya,
akhir pekan lalu.

Dia mengatakan suntikan modal PD
BPR itu diharapkan bisa menyehatkan
dan meningkatkan daya saing bank per-
kreditan milik pemda.

Dia menyatakan meski BJB menjadi
pemegang saham terbesar, pemerintah
daerah bisa menikmati keuntungan me-
miliki PD BPR yang sehat. 

Saat ini, rencana konsolidasi 131 PD
BPR itu telah sampai pada tahap pemba-
hasan rancangan peraturan daerah (ra-
perda) yang diharapkan rampung akhir
tahun ini.

PD BPR yang siap merger yaitu 10 unit
PD BPR di Cianjur, sembilan unit PD BPR
di Garut, dan delapan unit PD BPR. Ma-
sing-masing BPR di daerah itu akan kon-
solidasi sehingga menjadi satu PD BPR
di kabupaten bersangkutan.

Saat ini, Bank BJB memegang saham
PD BPR sebesar 15% , sedangkan sisanya
milik Pemprov Jabar dan pemerintah
kota/kabupaten setempat.

Agus juga mengungkapkan perseroan

berencana menggelar penerbitan obligasi
senilai Rp2 triliun pada tahun depan.

Dia juga mengungkapkan perseroan
memproyeksikan penyaluran kredit ke-
pemilikan rumah (KPR) pada 2011 sebe-
sar Rp1 triliun. 

Menurut dia, alokasi kredit KPR seiring
dengan rencana BJB pada tahun depan
yang menargetkan pertumbuhan kredit
di atas 25%, atau lebih tinggi dari rata-
rata pertumbuhan industri perbankan
per tahunnya sebesar 20%.

Dia mengatakan telah menyusun bebe-
rapa rencana untuk memacu pertum-
buhan pinjaman sepanjang tahun depan.

"Kami antara lain berencana mengang-
garkan dana untuk ekspansi kredit pro-
duktif dan kredit pemilikan rumah berki-
sar Rp700 miliar—Rp1 triliun sepanjang
2011," katanya.

Dia menjelaskan kredit produktif itu
antara lain Mikro Utama, kredit kecil,
kredit usaha rakyat (KUR), kredit keta-
hanan pangan dan energi (KKPE), serta
resi gudang.

Ekspansi kredit untuk pelaku usaha
sektor riil ini diharapkan meningkatkan
komposisi pinjaman  produktif menjadi
30% terhadap total kredit.

Berdasarkan data, porsi kredit produk-
tif saat ini berkisar 26%, sedangkan sisa-
nya merupakan pinjaman konsumtif.

"Realisasi kredit kami saat ini sekitar
Rp24 triliun, diharapkan tahun depan bisa
mencapai Rp30 triliun—Rp31 triliun. Dari
angka itu, sebanyak 30% diharapkan ter-
salur untuk pelaku UMKM," ujarnya.

Dia mengatakan strategi lain mening-
katkan kinerja keuangan ialah dengan
menambah jumlah jaringan kantor dan
sumber daya manusia. (K35)

BJB siapkan 
Rp230 miliar untuk BPR

BI tambah beban
perbankan

Kebijakan prime lending rate diprediksi sia-sia
OLEH HENDRI T. ASWORO

Bisnis Indonesia

JAKARTA: Perhimpunan
Bank-Bank Umum Nasio-
nal (Perbanas) menyata-

kan kebijakan mengumum-
kan  prime lending rate tak
efektif mendorong penu-

runan suku bunga, bahkan
hanya akan menambah

beban perbankan.

Ketua Umum Perbanas Sigit Pra-
mono mengatakan kalangan bankir
tidak pernah menyatakan keberatan
terhadap niat Bank Indonesia (BI)
untuk mengumumkan prime lend-
ing rate (suku bunga dasar tanpa
premi risiko), sehingga akan mema-
tuhi jika kebijakan itu dijalankan.

Namun, sambungnya, kalangan
perbankan hanya mengingatkan jika
tujuan dari kebijakan tersebut untuk
menurunkan suku bunga, tidak
akan efektif dan hanya  menambah
beban.

“Jadi kami sebenarnya tidak ingin
menjadi seperti anak manja [ban-
kir]. Tetapi, kalau orang tua [BI]
memberlakukan berbagai peraturan
yang tidak jelas tujuannya dan ha-

nya membatasi gerak, maka bisa di-
pastikan anak-anak tidak bisa tum-
buh sehat,” ujarnya kepada Bisnis,
kemarin.

Ungkapan tersebut secara tidak
langsung menjawab pernyataan Gu-
bernur BI Darmin Nasution BI yang
menyampaikan  penolakan bankir
terhadap rencana kebijakan prime
lending rate dinilai manja karena
kebijakan itu sebenarnya mengun-
tungkan nasabah.

“Itu [prime lending rate] merupa-
kan aturan lumrah di negara mana
pun. Kalau ada orang yang mengata-
kan keberatan, itu terlalu manja
itu,” katanya, pekan lalu.

Darmin menegaskan aturan yang
akan diterbitkan melalui satu paket
kebijakan itu akan segera diumum-
kan, sehingga tak bisa ditentang
oleh siapa pun. Dia berharap per-
bankan dapat mengikuti seluruh
aturan tersebut.

Prime lending rate adalah bunga
minimum yang ditetapkan oleh
bank untuk nasabah utama berda-
sarkan formula tertentu dengan
memperhitungkan biaya dana, biaya
overhead, dan target pendapatan tapi
tidak termasuk premi risiko.

Sigit menyampaikan jenis kredit
pada suatu bank berdasarkan go-
longan debitur sangat beragam, se-
perti halnya kredit korporasi besar,

komersial atau korporasi menegah,
kredit kepada usaha mikro kecil dan
menengah serta kredit konsumer. 

Apalagi, lanjutnya, penggolongan
kredit korporasi dari satu bank de-
ngan yang lainnya sangat berbeda.
Pasalnya ukuran bank yang bera-
gam, ada bank besar, menengah dan
kecil, sehingga besarnya suku bunga
tidak bisa dipukul rata. 

Namun, menurut dia, sebenarnya
suku bunga untuk kredit korporasi
besar dengan risiko rendah, bunga
sudah sangat rendah karena situasi
persaingan sangat ketat untuk mem-
biayai sektor tersebut.

“Kredit untuk konsumen seperti
KPR bunganya juga rendah dan
beberapa bank secara terbuka sudah
mengumumkan melalui iklan di me-
dia. Lalu apa tujuan dan sasaran
mengumumkan bunga kredit? Kre-
dit jenis mana lagi yang mau diu-
mumkan?” jelasnya. 

Sigit melanjutkan bahwa sebe-
narnya suku bunga kredit bisa turun
jika beberapa komponen seperti
biaya dana, biaya operasional (over-
head cost), margin keuntungan dan
premi risiko, turun. 

Menurut dia, biaya dana turun jika
bunga deposito, giro dan tabungan
turun, sedangkan overhead cost turun
jika operasional bank kian efisien.
(hendri.asworo@bisnis.co.id)

7 TAHUN AXA MANDIRI: (Dari kiri) Chief Financial Officer AXA Mandiri Iwan Pasila,
Direktur K. Kadarisman, Presdir Albertus Wiroyo, Komisaris Randy Lianggara, Direktur Micro
& Retail Banking Bank Mandiri Budi G. Sadikin, Group Head Jakarta Network Group Bank
Mandiri Hery Gunardi, Group Regional Network Group Bank Mandiri Marwan Budiarsyah, dan
Preskom AXA Mandiri Inkawan D. Jusi merayakan HUT ke-7 perusahaan asuransi tersebut di
Jakarta, akhir pekan lalu. 

BISNIS/YAYUS YUSWOPRIHANTO

Ical : Pembentukan
OJK mendesak

OLEH HENDRI T. ASWORO
Bisnis Indonesia

BANDUNG: Ketua
Umum Partai Golkar Aburi-
zal Bakrie menilai pemben-
tukan Otoritas Jasa Ke-
uangan (OJK) mendesak
karena diperlukan sebuah
lembaga independen yang
mengatur sektor jasa ke-
uangan di Tanah Air.

Dia mengatakan seka-
rang ini sudah saatnya
Bank Indonesia (BI) mau
melepaskan kewenangan
pengawasan.

“Sektor keuangan tidak
boleh diawasi oleh peme-
rintah. Akan tetapi harus
independen,” katanya
akhir pekan lalu.

Dia menilai memang
pembahasan pembentukan
OJK tersebut berjalan alot
karena banyaknya perbeda-
an pendapat.

Secara terpisah, Ketua
Pansus RUU OJK dari Fraksi
Golkar Nusron Wahid me-
nolak isu suap Rp100 miliar
jika dikaitkan dengan batal-
nya pengesahan RUU OJK
pada akhir tahun ini. 

“Bagaimana MH dikait-
kaitkan dengan OJK. Dia
atas nama apa? Wong dia
bukan anggota Pansus
OJK, mana bisa dia menga-
tasnamakan,” katanya.

Menurut dia, jauh sebe-
lum isu suap itu mencuat,

pembahasan RUU OJK se-
lalu terganjal masalah inde-
pendensi lembaga tersebut,
ketika persepsi pemerintah
dan legislatif berbeda, se-
hingga berakhir deadlock.

Nusron juga membantah
jika legislatif sebagai peng-
hambat pengesahan RUU
OJK. Dia mengklaim pe-
merintah tidak mau me-
ngalah dan bahkan, me-
minta pembahasan aturan
tersebut diperpanjang wak-
tunya.

Pangkal dari deadlock
pembahasan RUU OJK ada-
lah pasal mengenai kewe-
nangan penetapan dewan
komisioner, meski peme-
rintah dan DPR menyepa-
kati ada sembilan komi-
sioner di OJK. 

Isu suap Rp100 miliar
mencuat hampir bersa-
maan dengan deadlock
RUU OJK yang berdasar-
kan UU No.3/2004 tentang
Bank Indonesia (BI) harus
dibentuk pada tahun ini. 

Isu itu berawal dari
tuduhan permintaan dana
RplOO miliar yang dila-
yangkan Ketua Ikatan Pe-
gawai BI Agus Santoso
kepada salah satu anggota
Komisi XI DPR berinisial
MH untuk memuluskan
pembahasan RUU Mata
Uang, RUU OJK, RUU
Transfer Dana, dan ang-
garan BI. (K45)
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Kalau sejak 2004 BI 'tenang-te-
nang' saja, jangan salahkan ma-
syarakat kalau menganggap BI su-
dah bisa menerima keputusan na-
sional tersebut. Karena itu, tidak
bijak jika pada saat-saat terakhir
masih ada gerakan yang menge-
sankan BI ‘tidak ikhlas’ atau
masih ada upaya menolak OJK.

Dalam konteks ini pulalah De-
wan Gubernur BI sebagai 'bapak se-
mua karyawan BI' sebaiknya mem-
beri nasihat kepada sekelompok
karyawan BI yang mulai masuk ke
kawasan yang sebetulnya menjadi
ranah pemerintah dan DPR.

Tak perlu ‘buntu’
Dari media kita mendapat infor-

masi bahwa RUU OJK tak berhasil
disahkan DPR karena tidak terca-
pai kesepakan antara DPR dan pe-
merintah.  Satu hal yang sudah di-
sepakati yakni mengenai jumlah
anggota Dewan Komisioner akan
berjumlah sembilan orang.

Perbedaan terjadi pada tatacara
pengusulan dan proses penetapan
atau pengesahannya. Pemerintah
berkukuh agar dari sembilan ang-
gota Dewan Komisioner, empat di-
tetapkan langsung oleh Presiden,
tiga diseleksi dengan mekanisme
seperti Dewan Gubernur BI seka-
rang ini, dan ex-officio dari BI dan
Kementerian Keuangan.

DPR berkeras empat orang dipi-
lih dan ditetapkan sendiri oleh
DPR seperti pemilihan anggota
BPK, sedangkan yang tiga dan
dua orang sepakat ditetapkan de-
ngan tatacara di atas. Kalau betul
demikian, sepertinya perbedaan
yang timbul sudah tidak terlalu
besar dan tidak semestinya terjadi
kebuntuan, kecuali ada alasan
yang tidak terungkap di media.

Sebetulnya kalau persoalannya
ialah ada kekhawatiran bahwa
anggota Dewan Komisioner yang
diusulkan salah satu pihak diang-
gap bisa memengaruhi indepen-
densi, sangat lemah argumentasi-
nya.  Karena sebenarnya kalaupun
semua anggota Dewan Komisioner
ditetapkan pemerintah dan hanya
dikonfirmasi oleh DPR pun tidak

berarti OJK jadi tidak independen.
Sebaliknya kalau ada anggota

yang ditetapkan sendiri oleh DPR
juga tidak menjamin OJK akan
lebih independen. Dalam kesem-
patan dengar pendapat dengan
Pansus OJK, Perbanas sebetulnya
mengusulkan agar yang ditetap-
kan oleh pemerintah dan diusul-
kan untuk disetujui DPR hanya
ketua Dewan Komisioner.

Anggota Dewan Komisioner di-
tetapkan oleh ketua dengan alasan
agar organisasi berjalan baik dan
solid, karena semua anggota akan
loyal kepada ketuanya.

Alasan Perbanas saat itu karena
pemilihan model Dewan Gubernur
BI rawan ekses politik uang seperti
kejadian pada masa lalu. Namun
melihat realita politik yang ada,
kami akan bersikap realistis dan
mengimbau sebaiknya semua
pihak bersikap lebih arif dengan
mengutamakan kepentingan
nasional.

Untuk itu agar kita tidak berlarut
larut membahas alternatif kompro-
mi cara pengusulan dan pemilihan
anggota Dewan Komisioner, ada
baiknya kita kembali kepada prak-
tik pemilihan pejabat publik yang
sudah berjalan selama ini dan
telah disepakati pemerintah dan
DPR, yaitu model pengusulan dan
penetapan Dewan Gubernur BI.

Dengan mekanisme pemilihan
Dewan Gubernur seperti sekarang
kita juga tak pernah memper-
soalkan independensi BI. Apalagi
dengan mekanisme seperti ini
baik pemerintah maupun DPR
mempunyai peran imbang, karena
semua calon harus diterima oleh
pemerintah dan DPR sekaligus.

Kalau DPR tidak setuju dengan
usulan pemerintah, mereka bisa
meminta calon yang lain. Meka-
nisme ini juga lebih baik bagi De-
wan Komisioner OJK yang akan
terpilih, karena membuat kerja sa-
ma tim lebih solid, karena semua
anggota merasa dipilih dengan
cara yang sama dan mereka tidak
berasal dari kelompok pengusul
yang berbeda-beda.

Tak ada yang merasa mereka

adalah usulan pemerintah atau
sebaliknya usulan DPR. Mereka
adalah sama-sama anggota Dewan
Komisioner yang ditetapkan pe-
merintah dan disahkan DPR.

Ketua Dewan Komisioner bisa
ditetapkan pemerintah dan dise-
butkan dalam usulan pengesahan
ke DPR atau cara lain tergantung
kesepakatan. Yang penting harus
dijaga ialah prinsip kolegial dan
kesetaraan di antara anggota De-
wan Komisioner, karena pada prin-
sipnya ketua adalah primus entre
pares atau the first among equals.

Adapun jika dari pilihan meka-
nisme ini masih ada kekhawatiran
mengenai ekses yang mungkin
timbul seperti dalam proses pe-
milihan Dewan Gubernur BI pada
masa lalu, tugas masyarakat dan
media untuk mengawasi agar pada
pemilihan  anggota Dewan Komi-
sioner OJK hal itu tidak terjadi lagi. 

Fokus dirikan OJK
Dari pengalaman negara lain

antara lain Inggris, persoalan kru-
sial yang dihadapi negara mana
pun yang bermaksud memisah-
kan pengawasan bank dari bank
sentral adalah koordinasi yaitu
antara pemerintah (Kementerian
Keuangan), bank sentral, dan
OJK, baik dalam keadaan pereko-
nomian yang normal maupun saat
terjadi guncangan perekonomian
dan kemungkinan ancaman krisis.

Untuk itulah hubungan baik
antara pengambil keputusan di
lembaga-lembaga yang bertang-
gung jawab di bidang kebijakan
makroprudensial dan mikropru-
densial sebaiknya dimulai sejak
proses awal pendirian OJK.

Sulit berharap koordinasi dapat
berjalan baik bila dalam proses
pemilihan para penanggung jawab
di OJK sudah terkotak-kotak kare-
na berasal dari pengusul yang
berbeda-beda dan melalui proses
yang mungkin bisa menimbulkan
'sakit hati' dan 'luka politik.'

Karena kalaupun pembahasan
RUU OJK dilanjutkan, tampaknya
perdebatan tetap berkisar pada ta-
war-menawar ‘siapa mengusulkan

berapa’ dan ujungnya kompromi
yang mencerminkan politik pem-
bagian jatah kekuasaan belaka.

Untuk itulah perlu dipertim-
bangkan dengan sungguh-sung-
guh agar ketua dan anggota De-
wan Komisioner OJK serta kepala
pejabat eksekutif OJK diangkat
dan ditetapkan Presiden, kemudi-
an disahkan DPR seperti proses
penetapan Dewan Gubernur BI.

Adapun, Dewan Komisioner OJK
bersifat kolektif kolegial, anggota
dewan adalah setara dan ketua ha-
nya sebagai the first among equals.
Sedangkan pejabat dan pegawai di
bawahnya bisa direkrut dari putra-
putri Indonesia terbaik di bidan-
gnya, baik yang berasal dari Bank
Indonesia maupun dari luar BI
dengan syarat siapa pun harus
melalui proses seleksi yang akan
ditentukan oleh manajemen OJK.

Marilah kita songsong lahirnya
OJK yang kita harapkan menjadi
salah satu pilar pembangunan sis-
tem keuangan nasional yang tang-
guh melengkapi institusi yang su-
dah ada seperti Kementerian Ke-
uangan, BI, LPS dan lainnya dalam
satu kesatuan jaring sistem ke-
uangan nasional yang terintegrasi.

Mari kita semai bibit OJK de-
ngan sejak awal mengedepankan
saling pengertian, komunikasi,
dan hubungan baik agar OJK
tumbuh menjadi lembaga yang
kokoh yang akan menjadi tong-
gak sejarah dimulainya penyem-
purnaan pengawasan lembaga
jasa keuangan termasuk peng-
awasan perbankan.

Komunikasi dan hubungan baik
antara pengambil keputusan se-
baiknya dijalin sejak proses awal
pendirian OJK agar ketika harus
menghadapi kesulitan di masa
depan dapat diatasi bersama.

Dalam pemilihan pejabat publik
di suatu negara demokrasi tugas
pemerintah dan parlemen adalah
menjamin agar proses berlang-
sung transparan, adil, dan bisa
dipertanggungjawabkan.

Tidak elok jika timbul kesan
bahwa yang terjadi adalah saling
berebut menempatkan orang.

Soal OJK, dituntut... (Sambungan dari Hal. 1)

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Industri asuransi
nasional pada 2011 diimbau
untuk mewaspadai berbagai
gejala alam yang dinilai eks-

trem sehingga berpotensi
memacu klaim.  

Kepala Biro Perasuransian Ba-
dan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
Isa Rachmatarwata mengatakan
kondisi cuaca yang terjadi bela-
kangan ini seharusnya mulai men-
jadi perhatian khusus.

Menurut dia, hal itu seperti terlihat da-
ri cuaca di Indonesia belakangan yang
menunjukkan kondisi musim yang tidak
seharusnya terjadi, dan cenderung meng-
arah pada hujan sepanjang tahun.

Kondisi cuaca itu ditengarai bakal ber-
pengaruh terhadap kesehatan masyarakat,
dan berpotensi menyebabkan tingginya
klaim pada bisnis asuransi kesehatan.

“Kalau melihat berbagai indikator per-
ekonomian makro, industri asuransi se-
cara umum akan tetap tumbuh baik ta-
hun depan. Yang harus diwaspadai ada-
lah gejala alam yang ekstrem,  industri
asuransi harus memiliki manajemen pe-
ngelolaan risiko terhadap gejala alam
itu,” ujarnya, akhir pekan lalu.   

Isa menuturkan gejala alam lain yang
harus diperhatikan juga terkait dengan
posisi geografis Indonesia yang terletak
dalam cincin api Pasifik, sehingga memi-
liki potensi tinggi terhadap erupsi gu-
nung berapi.

Bahkan, penelitian sejumlah pakar
menyebutkan sejumlah daerah di Indo-
nesia yang selama ini masuk dalam daf-
tar zona gempa tidak berbahaya (I-III) se-
perti Jawa bagian utara, ke depan memi-
liki potensi terhadap gempa.    

Potensi erupsi gunung berapi dan gem-
pa tersebut ke depan dinilai bakal berpe-
ngaruh terhadap kondisi pemukiman
warga, dan berpotensi menyebabkan
tingginya klaim pada bisnis asuransi pro-
perti/kebakaran.     

“Mereka harus mulai memikirkan geja-
la alam yang sebelumnya tidak terpikir-
kan. Pengelolaan risiko tersebut menjadi

penting, karena bisa saja daerah yang be-
lum pernah kena gempa dan banyak pro-
teksi asuransi, tiba-tiba terkena gempa dan
dampaknya akan sangat besar,” jelasnya.

Tercatat, aset industri asuransi nasio-
nal hingga kuartal III/2010 mengalami
pertumbuhan sebesar 27% menjadi
Rp214,94 triliun dibandingkan dengan
periode yang sama tahun lalu Rp169,15

triliun.

Dominasi asuransi jiwa
Data Biro Perasuransian Bapepam-LK

mencatat aset industri asuransi jiwa pada
periode tersebut masih mendominasi di-
bandingkan dengan industri asuransi ke-
rugian (umum).

Aset industri asuransi jiwa per 30 Sep-
tember 2010 mencapai Rp170,19 triliun,
naik 15,24% dari periode sama tahun
lalu Rp147,68 triliun, sedangkan aset in-
dustri asuransi kerugian sebesar Rp44,74
triliun, naik 14,19% dari tahun lalu
Rp39,18 triliun. 

Pertumbuhan aset industri asuransi
antara lain ditopang oleh peningkatan
bisnis yang ditunjukkan dengan kenaik-
an pendapatan premi bruto.

Pendapatan premi bruto asuransi na-
sional hingga kuartal III/2010 tercatat
mencapai Rp74,7 triliun, naik 17,38% di-
bandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu sebesar Rp63,64 triliun.

Adapun, premi industri asuransi jiwa
pada periode itu naik 22,08% menjadi
Rp53,34 triliun dari periode sama 2009
sebesar Rp43,69 triliun, sedangkan
premi industri asuransi kerugian naik
7,89% menjadi Rp21,36 triliun dari pe-
riode sama tahun lalu Rp19,52 triliun.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indo-
nesia (AAUI) Kornelius Simanjuntak
sempat menyatakan asuransi kerugian
pada 2011 diperkirakan tetap tumbuh po-
sitif di kisaran 10%-15% seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang baik tahun
ini sebesar 6,3%. (04) (redaksi@bisnis.co.id)

Asuransi perlu
waspadai 

gejala alam
Aset industri tumbuh 27%

Tifa Finance jajaki emisi
MTN Rp200 miliar

OLEH M. TAHIR SALEH
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Tifa Finance menjajaki
penerbitan surat utang jangka menengah
(medium term notes/MTN) sebesar Rp100
miliar-Rp200 miliar pada kuartal I/2011
dan dilanjutkan dengan penerbitan obli-
gasi pada pertengahan tahun depan.

Direktur Utama Tifa Finance Suwinto
Johan mengatakan sudah saatnya perse-
roan masuk ke pasar modal dengan lang-
kah awal menerbitkan MTN atau obligasi
guna mencari alternatif pendanaan. Se-
lama ini, katanya, pembiayaan perseroan
selalu ditopang oleh dana perbankan dan
modal sendiri.

“Kami berencana menerbitkan MTN
dan obligasi karena kami menilai pasar
modal bisa dijadikan sumber pendanaan
pada tahun depan guna menyokong pe-
nyaluran pembiayaan,” katanya kepada
Bisnis, akhir pekan lalu.

Saat ini, perusahaan yang awalnya didi-
rikan oleh PT Dwi Satrya Utama pada
1989 dengan modal disetor awal sebesar
Rp5 miliar itu menunggu pemeringkatan
oleh lembaga pemeringkat dengan meng-

gunakan laporan keuangan Juni 2010.
Selain rencana MTN dan obligasi, per-

seroan yang fokus pada pembiayaan se-
wa guna usaha (leasing) ini sebelumnya
juga mengungkapkan akan merilis unit
usaha syariah pada Januari 2011 seiring
dengan komitmen perseroan dalam me-
ngembangkan bisnis sewa guna usaha
(leasing) alat-alat berat yang berbasis
syariah.

Perseroan telah mengantongi izin usaha
syariah dari Biro Pembiayaan dan Penja-
minan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Kementerian Keuang-
an sebagai regulator per 1 Desember 2919
dan sudah mendapatkan persetujuan dari
Dewan Syariah Nasional (DSN).

“Dua rencana itu, MTN dan juga rilis
unit syariah akan kami lakukan. Pertum-
buhan pembiayaan tahun depan mem-
beri kami keyakinan pembiayaan akan
lebih baik lagi,” katanya.

Suwinto mengatakan hingga saat ini se-
kitar 10 bank menyokong perseroan di an-
taranya Bank OCBC NISP, Bank Mandiri,
Bank CIMB Niaga, Bank Internasional In-
donesia, Bank Central Asia, Bank Sinar-
mas, dan Bank Jabar Banten. 

OLEH M. TAHIR SALEH
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pelaku industri pembiayaan
menepis pengaruh pembatasan konsum-
si bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
pada akhir kuartal I/2011 dan memperki-
rakan dampak negatif hanya sekitar 3
bulan seiring dengan masih tingginya
permintaan kendaraan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusaha-
an Pembiayaan (APPI) Roni Haslim
mengungkapkan selama kebutuhan
transportasi di Tanah Air belum dipenuhi
secara layak maka permintaan kendaraan
roda empat tetap tinggi.

Selain itu, pengguna mobil masih dika-
tegorikan orang berpenghasilan lebih se-
hingga pembatasan BBM bersubsidi tidak
akan banyak berpengaruh terhadap mul-
tifinance. “Pengaruhnya terhadap kinerja
bisnis multifinance paling 3 bulanan, apa
mungkin yang biasa pakai mobil terus
beralih ke bis umum karena BBM naik?”
katanya, akhir pekan lalu.

Direktur Utama PT Adira Dinamika
Multifinance Tbk (Adira Finance) Stanley

Setia Atmadja menilai dalam jangka pan-
jang, pengaruh kebijakan pemerintah itu
tidak berdampak signifikan dan tidak
akan mengoreksi pertumbuhan industri
pembiayaan.

Namun, dia mengakui dalam jangka
pendek pengaruh pembatasan BBM bisa
saja berpotensi menurunkan penyaluran
pembiayaan sebagian multifinance. “Da-
lam jangka pendek ada pengaruh, tapi
tidak besar. Kita bisa belajar dari penga-
laman ketika pemerintah menaikkan
harga BBM,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah beren-
cana membatasi pemakaian BBM bersub-
sidi, salah satunya dengan melarang ken-
daraan buatan 2005 dan setelahnya, pa-
ling lambat mulai 1 Januari 2011. 

Namun setelah pembahasan di par-
lemen, rencana tersebut akhirnya diun-
dur hingga akhir kuartal I/2011 dengan
syarat pemerintah harus melakukan ka-
jian menyeluruh terkait dengan rencana
tersebut.

Stanley mengatakan kekhawatiran me-
nurunnya angka pembiayaan kendaraan
bermotor tidak akan terjadi. 

Multifinance tepis dampak
pembatasan BBM

KKiinneerrjjaa  aassuurraannssii  nnaassiioonnaall  ((RRpp  ttrriilliiuunn))

IInnddiikkaattoorr KKuuaarrttaall  IIIIII  22000099 KKuuaarrttaall  IIIIII  22001100 PPeerrttuummbbuuhhaann  ((%%))

Aset 169,15 214,94 27

Premi bruto 63,64 74,7 17,38

SSuummbbeerr: Biro Perasuransian Bapepam-LK
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Telkomsel digugat serikat karyawan
OLEH ELVANI HARIFANINGSIH

Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Tele-
ko  munikasi Seluler 

(Telkomsel) menghada-
pi tuntutan hukum dari 
2.989 karyawan yang 
secara kolektif melay-

angkan gugatan ke 
Pengadilan Hubungan 

Industrial (PHI) 
Jakarta.

“Para penggugat yang ter-
gabung dalam Serikat Pekerja 
Telkomsel atau Sepakat sudah 
mendaftarkan gugatan pada 15 
Desember 2010 di PHI,” kata 
Indra Yana, kuasa hukum para 
penggugat, akhir pekan lalu.

Indra menyebutkan bahwa 
gugatan dilayangkan karena 
perusahaan telekomunikasi itu 
dianggap tidak menjalankan isi 
perjanjian kerja bersama (PKB) 
yang masa berlakunya sejak 
Mei 2008 hingga Mei 2010.

Salah satu ketentuan dalam 
PKB yang dinilai tidak dijalan-

kan perusahaan, menurutnya, 
adalah pasal 46 PKB yang me -
ng atur kebijakan remunerasi. 
Pasal itu antara lain menjelas-
kan bahwa gaji karyawan–yang 
terdiri dari gaji dasar, tunjang-
an biaya hidup, dan tunjangan 
jabatan bagi pemegang jabatan 
struktural–tiap tahun akan di -
tinjau ulang yang tergantung 
pada harga pasar, inflasi dan 
ke  mampuan perusahaan.

Selain itu, Telkomsel juga di -
tu  ding tidak menjalankan ke -
tentuan Pasal 54 PKB yang 
meng atur soal bantuan kepemi-

likan rumah dan kendaraan 
ke     pada seluruh karyawan. Ada-
pun Pasal 55 berkenaan dengan 
fa silitas rumah dan telepon 
ru mah bagi karyawan yang mi -
nimal menduduki jabatan se -
ting  kat supervisor, serta Pasal 
56 yang memuat mengenai 
ban  tuan biaya ‘pulang mudik’, 
bantuan kepemilikan telepon 
genggam, dan bantuan tabung-
an kesehatan masa pensiun.

Akibat tidak dijalankannya 
be berapa ketentuan dalam PKB 
oleh perusahaan telekomuni-
kasi tersebut, para penggugat 

mengklaim telah mengalami 
ke rugian yang nilai totalnya 
mencapai Rp311,57 miliar.

Para penggugat berpendapat 
bahwa tuntutan hak ini adalah 
masuk dalam Perselisihan Hak 
se  bagaimana diatur dalam Pa  -
sal 1 Ayat 2 UU No. 2/2004 
ten     tang Penyelesaian Per se li-
sihan Hubungan Industrial.

Sebelum masuknya perkara 
ke pengadilan, para penggugat 
mengaku telah menempuh 
upa   ya-upaya penyelesaian se  ca-
ra musyawarah melalui perun-
ding an bipartit, tetapi hal itu 

mengalami kebuntuan.
Para penggugat juga pernah 

menempuh prosedur penyele-
saian perselisihan hubungan 
industrial melalui permohonan 
pen catatan penyelesaian per-
selisihan hubungan industrial 
atas perselisihan hak ke tingkat 
mediasi kepada Suku Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Administrasi Jakarta Se -
latan.

Buka dialog
Saat dimintai komentarnya 

atas gugatan para pekerja ter-

se but, General Ma  nager Cor po-
rate Com mu ni ca tion Tel kom-
sel, Ri  car  do Indra, menyebut-
kan bah wa perusahaan teleko-
munikasi itu membuka diri 
untuk ber dialog dan mencari 
solusi ter baik dengan serikat 
pekerja.

“Telkomsel berharap semua 
pihak bersabar dan menghor-
ma ti proses hukum yang se -
dang berlangsung,” kata Ri  car-
do saat dihubungi untuk dimin-
tai komentarnya atas perma-
salahan ini, akhir pekan lalu. 
(08) (elvani@bisnis.co.id)


